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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 

TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA PENANGGULANGAN 

BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN 

 

M. REZA PAHLEPI 

1703100078 

 
Prodi Ilmu Administrasi Publik 

Konsentrasi Kebijakan Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat 

maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara 

parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan 

tanggap darurat (emergency response). Pemerintah bertanggungjawab terhadap 

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan 

rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan 

pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan 

harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan 

Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian 

melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, 

melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa 

Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan sudah terimplementasi, namun 

masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sosialisasi dan 

edukasi, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih minimnya 

pengetahuan masyarakat terkait bahayabencana banjir. Dalam penanganan 

bencana banjir BPBD selaku perpanjangan tangan Pemerintahan Kota medan 

masih belum mampu menangani banjir dari tahun ketahun, hal ini dapat kita lihat 

dari masih seringnya terdengar berita banjir di kota medan. Kurangnya koordinasi 

dan komunikasi kepada intansi/pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan 

bencana banjir membuat BPBD kesulitan dalam menanggulangi bencana banjir.  

kata kunci: Peraturan, Kinerja, Bencana Banjir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai forcemajore yaitu 

sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk 

meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan 

kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan 

menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan 

lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah 

yang mempunyai resiko terhadap bencana. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan 

bencana pada Undang-Undang tersebut adalah sebuah peristiwa yang terjadi 

karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan 

kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani 

bencana. 

 Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat 

maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara 
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parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan 

tanggap darurat (emergency response). Pemulihan kondisi dari dampak bencana 

dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan 

belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi 

seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.  

 Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Medan, maka tugas dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah 

daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam 

penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah 

mulai prabencana, penanganan darurat, rehabilitasi , dan rekontruksi secara adil 

dan setara, serta berkoordinasi dengan beberapa intansi terkait. 

 Dalam rentang 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2020 tercatat lebih dari 4.000 – 5.000 kasus bencana banjir yang terjadi di 

beberapa provinsi di Indonesia. Adapun bencana banjir yang terendah terjadi pada 

tahun 2015 yaitu sebanyak 516 kasus dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 

yaitu sebanyak 1.271 kasus. (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana/BNPB).  

 Salah satu provisi yang terdampak banjir di indonesia adalah provinsi 

Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan. Terhitung pada tahun 2020 di 4 (empat) 

kecamatan Sebanyak 5.965 jiwa terdampak banjir. Banjir yang terjadi diakibatkan 

oleh tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Deli, 
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Sungai Babura dan Sungai Denai. 4 (empat) kecamatan yang terdampak banjir 

tersebut diantaranya adalah Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan 

Maimun, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Tuntungan. 

(Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Menurut Tim Reaksi 

Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan 

terdapat 6 (enam) orang hilang dan 1.983 unit rumah terendam. Berdasarkan 

analisis melalui InaRISK, Kota Medan merupakan salah satu wilayah dengan 

potensi bahaya banjir dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi dengan 21 

kecamatan yang berpotensi terdampak bahaya. 

 Pemerintah daerah melalui BPBD Kota Medan telah melakukan 

kewajibannya sebagaimana yang tertulis melalui tupoksi BPBD, tetapi pada 

kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang 

ketidaksiapan BPBD dalam mengantisipasi bencana banjir yang terjadi. Dalam 

penanganannya selalu mengisahkan permasalahan mulai dari prabencana sampai 

dengan pasca bencana yang terjadi. 

 Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN 

NOMOR 2 TAHUN 2018 DALAM RANGKA KINERJA 

PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MEDAN  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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 “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Wali kota Medan Nomor 2 Tahun 

2018 Dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan” ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi 

Peraturan Wali kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam Rangka Kinerja 

Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan. 

b. Manfaat Penelitian 

a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran 

secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul 

di lingkungannya. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada 

pemerintah khususnya dalam hal pembinaan pengelolaan perparkiran. 

c. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan 

bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan  

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang  

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II  URAIAN TEORITIS 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian 

implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian 

implementasi kebijakan publik, pengertian perlindungan 

hak anak, pengertian hak anak atas identitas diri 

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, 

Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi 

Penelitian , Informan Narasumber, Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Waktu Penelitian dan 

Ringkasan Objek Penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, 

  Deskripsi Narasumber, Deskripsi Hasil Wawancara  

  Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan.  

BAB V  PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil 

penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi 

 Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan 

ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola 

operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil 

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya 

juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program 

dilaksanakan. 

 Menurut Mazmanian dan Sabatier (Waluyo, 2016:49) Implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, 

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 

yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan 

atau sasaran yag ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau 

mengatur proses implementasinya.  

 Menurut Abdul Wahab (2012:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. 

 Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. 



7 
 

 

 Menurut Widodo (Syahida dan Bayu, 2014), implementasi berarti 

menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu. 

 Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa 

pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau 

institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan 

sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan 

tersebut. 

2.2 Kebijakan Publik 

 Menurut Dunn (2017:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-

pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, 

seperti pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

 Menurut Mulyadi (2015:37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu 

keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan 

kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. 

 Menurut Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21), menjelaskan bahwa istilah 

kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta 
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perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai 

bentuk peraturan. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan 

serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 

untuk memecahkan  masalah- masalah yang ada di publik maupun pemerintah. 

2.3 Implementasi Kebijakan 

 Menurut Mulyadi (2015:26), menyatakan bahwa implementasi, suatu 

kebijakan pada dasaranya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat 

multiorganisasi, di mana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi 

kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. 

 Menurut Wibawa (Tahir, 2014:58)  menjelaskan,  tujuan  implementasi  

kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat 

direalisasikan sebagai  hasil  dari  kegiatan  pemerintah.  Keseluruhan  proses  

penetapan  kebijakan  baru  bisa  dimulai  apabila  tujuan  dan  sasaran  yang  

semula  bersifat  umum  telah  diperinci,  program  telah  dirancang  dan  juga  

sejumlah  dana  telah  dialokasikan  untuk  mewujudkan  tujuan dan  sasaran  

tersebut. 

 Menurut Wahab (Tahir, 2014:55), menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebukan secara 
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tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstruktur/mengatur proses implementasinya. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik 

merupakan suatu proses kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat melalui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. 

2.4 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan 

 Menurut Tachjan (Dine dkk, 2017) Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan 

publik yaitu:  

a. Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau 

mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang 

ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-

masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak 

dicapai;  

b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok 

masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat 

dari program tersebut, perubahan peningkatan 

c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.  

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan 

 Dwiyanto (Mulyadi, 2016:28) menyebutkan bahwa 4 (empat) variabel yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 

1) Communication (komunikasi); merupakan saranan untuk menyebarluaskan 

informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk 
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menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke 

bawahan, perlu adanya ketetapan waktu penyampaian informasi, harus jelas 

informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi 

dalam menyampaikan informasi. 

2) Resources (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan 

memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan 

efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-

sumber yang dimaksud adalah: 

a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan 

keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. 

b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi.  

c) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. 

d) Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan. 

3) Dispotition or Attitude (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap 

implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali 

para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka 

mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang 

dimilikinya. 

4) Bureaucratic Structure (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali 

melibatkan beberapa lembaga atau organisai dalam proses implementasinya, 

sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembagalembaga terkait 

dalam mendukung keberhasilan implementasi. 
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 Keberhasilan implementasi menurut Marilee S. Grindle (Subarsono, 

2011:93) dipengaruhi oleh dia variabel besar, yakni isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (content of implementation). Variabel 

tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group 

termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh 

mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah 

program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 

implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh 

sumeber daya yang memadai. 

2.6 Kinerja 

 Menurut Edison dkk (2016:195) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang 

mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau 

kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Mangkunegara (Setyowati & Haryani, 2016) mengemukan bahwa istilah 

kinerja dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan padanya. 

 Menurut Sutrisno (2016:171), kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan tugas, hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan 
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berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, 

kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan kinerja 

adalah hasil yang diproleh seseorang dalam melakukan pekerjaannya dalam waktu 

tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh suatu organisasi. 

2.7 Penanggulangan Bencana 

 Menurut Carter (Hadi Purnomo & Ronny Sianturi 2010:93) mendefenisikan 

pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan yang mencari, 

dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-

tindakan terkait dengan pencegahan, mitigasi, persiapan, respon darurat dan 

pemulihan. Dan menurutnya, tujuan dari manajemen bencana diantaranya yaitu, 

mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang 

dialami oleh perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban 

bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada 

pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya 

terancam. 

 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan 

bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangungan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 

tanggap darurat dan rehabilitasi. 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penanggulangan bencana (Undang-

undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 4), yaitu memberikan perlindungan kepada 
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masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan bencana secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun 

partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong 

royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penanggulangan bencana adalah sebuah pengelolaan yang terkait dengan 

pencegahan dan pemulihan guna mengurangi atau menghindari kerugian fisik, 

ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan ataupun masyarakat negara 

untuk sebuah negara yang adil dan makmur. 

2.8 Banjir 

 Menurut Erlangga (Lestari dkk, 2016) banjir adalah genangan air yang 

mengalir deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Pada saat banjir, air 

akan menggenangi sebagian besar daratan yang biasanya tidak tergenangi air. 

Ketika musim hujan tiba, sebagian wilayan ada yang mengalami banjir. Curah 

hujan yang tinggi membuat beberapa wilayah tergenang air. Banjir yang sangat 

berbahaya adalah banjir dahsyat yang terjadi dengan tiba-tiba dan bersifat 

menghanyutkan. 

 Menurut Paimin dkk (2010) banjir diartikan sebagai suatu aliran berlebih 

atau penggenangan yang datang dari sungai atau badan air lainnya dan 

menyebabkan atau mengancam kerusakan. Pembeda antara debit normal dan 

aliran banjir ditentukan oleh tinggi aliran air dimana banjir ditunjukkan dengan 
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aliran air yang melampaui kapasitas tampung tebing/tangul sungai sehingga 

menggenangi daerah sekitarnya. 

 Menurut Bakornas (Jaswadi dkk, 2012) banjir memiliki dua pengertian 

yaitu: 

a. Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga 

melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan 

rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin 

meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak 

dilewati aliran air. 

b. Gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi 

dengan kenaikan muka air di muara akibat badai. 

c. Dari pengertian banjir menurut ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

banjir adalah tingginya intensitas air yang membuat suatu wilayah 

tergenang dan mengakibatkan kerugian bagi yang terdampak. 

2.9 Implementasi Peraturan Wali kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Dalam 

Rangka Kinerja Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan  

 Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat 

maupun sesudah terjadinya bencana. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan 

pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja 

negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi 

seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. 



15 
 

 

 Implementasi peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2018 dalam rangka 

penanggulangan bencana daerah adalah untuk meningkatkan penanganan atau 

penanggulangan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan 

perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dengan 

penanganan badan penanggulangan bencana yang ada di kota medan khusunya 

banjir dengan penetapan pedoman dan arahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, 

dan juga rekontruksi secara adil dan setara yang dipimpin oleh kepala pelaksana 

intansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriftif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar 

dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. 

 Menurut Moleong (2014:11) pada penelitian deskriptif, data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu 

disebabkan oleh adanya metode kualitaif. Selain itu, semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi 

tindakan dan lain-lain. 

 Menurut Sugiono (2016:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu 

dengan variable lain. 

3.2 Kerangka Konsep 

 Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk 

mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih 

sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan 

penelitian lebih terarah. 
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Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep 

 

3.3 Defenisi Konsep 

 Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah 

kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Implementasi peraturan wali 

Implementasi Peraturan 

Wali Kota Medan Nomor 2 

Tahun 2018 Dalam Rangka 

Kinerja Penanggulangan 

Bencana Banjir Di Kota 

Medan 

1) Adanya perencanaan program 

kegiatan yang diatur. 

2) Adanya tujuan penanggulangan 

yang ingin dicapai. 

3) Adanya tindakan yang 

dilakukan BPBD. 

4) Adanya prosedur yang 

dijalankan. 

Badan Penanggulangan 

Bencana Derah (BPBD) 

Kota Medan 

Penetapan pedoman dan 

pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang 

mencakup pencegahan bencana, 

penangangan darurat, rehabilitasi 

serta rekontruksi secara adil dan 

setara. 
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kota Medan nomor 2 tahun 2018 dalam rangka kinerja penanggulangan bencana 

banjir di kota Medan, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:  

1) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu 

atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan.  

2) Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling 

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada 

bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti 

pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

3) Implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau keputusan -keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebukan secara tegas 

tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstruktur/mengatur proses implementasinya. 

4) Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil 

kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan 
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berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta 

kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. 

5) Penanggulangan Bencana suatu ilmu pengetahuan terapan yang mencari, 

dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan 

tindakan-tindakan terkait dengan pencegahan, mitigasi, persiapan, respon 

darurat dan pemulihan. 

6) Banjir adalah genangan air yang mengalir deras dengan ketinggian 

melebihi tingkat normal. Pada saat banjir, air akan menggenangi sebagian 

besar daratan yang biasanya tidak tergenangi air. Ketika musim hujan 

tiba, sebagian wilayan ada yang mengalami banjir. Curah hujan yang 

tinggi membuat beberapa wilayah tergenang air. Banjir yang sangat 

berbahaya adalah banjir dahsyat yang terjadi dengan tiba-tiba dan bersifat 

menghanyutkan. 

3.4 Kategorisasi 

 Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian 

pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitiaan ini 

adalah: 

1) Adanya perencanaan program kegiatan yang diatur. 

2) Adanya tujuan penanggulangan yang ingin dicapai. 

3) Adanya tindakan yang dilakukan BPBD. 

4) Adanya prosedur yang dijalankan. 
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3.5 Narasumber 

 Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun 

narasumber dari penelitian ini adalah: 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 

 Nama  : Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si 

Umur   : 39  

Jabatan  : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 

Nama  : Suheri Pinem 

Umur  : 35 

Jabatan  : Komandan Regu tiga (Danru 3) 

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 

  Nama  : Muhammad Irwansyah Sembiring 

  Umur  : 27 

  Jabatan  : Operator  

4. Masyarakat I 

  Nama  : Ucok Dermawan 

  Umur  : 38 

  Jabatan  : Wiraswasta 
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5. Masyarakat II 

  Nama  : Ina Karonita 

  Umur  : 35 

  Jabatan  : Wiraswasta 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh 

secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari 

sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu 

orang atau lebih, terkait objek penelitian.  

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan 

menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, 

dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu 

dan utuh. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Bogden (Sugiono, 2016:140) teknik analisis data adalah proses 

pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam 

mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis 
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menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik 

analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini 

berlangsung sepanjang penelitian. 

2. Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi 

dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 

dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis. 

3. Penarikan kesimpulan adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup 

mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.  

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan di Jalan Kapten Maulana 

Lubis No 2. Dengan rentang waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 

sampai dengan Agustus 2021. 

3.9 Ringkasan Objek Penelitian  

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Badan Penanggulangan Bencana 
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Daerah Kota Medan Merupakan salah satu organisasi pelayanan publik yang 

dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan Bernaung dibawah Pimpinan Pemerintahan 

Kota Medan untuk Membantu menjalankan roda organisasi perangkat daerah dan 

bertanggung jawab penuh terhadap Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah 

Kota Medan.  

b. Visi, Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 

1. Visi 

 “Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang waspada dan Tangguh 

terhadap Bencana”. 

2. Misi 

a. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko 

bencana. 

b.  Mewujudkan penanggulangan bencana yang handal dan terampil 

c.  Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinir, menyeluruh dan berbasis masyarakat. 

c. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Medan 

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan  dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kota Medan. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Wali 

Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Medan. 
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 Adapun Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Medan. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Medan tidak akan berjalan dengan baik apabila dikerjakan dengan 

sendiri. Agar berjalan dengan baik, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Medan bekerja sama dengan instansi pemerintah Kota Medan (dinas-dinas 

pemerintah Kota Medan) yang memiliki tugas dan fungsi seturut dengan tupoksi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, yaitu upaya 

penanggulangan bencana banjir di Kota Medan. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

rincian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Medan, maka dirumuskan yang menjadi tugas pokok Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Medan adalah : 

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitas, serta rekonstruksi secara adil dansetara; 

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturanperundang-undangan; 

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawanbencana; 

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangananbencana; 

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala 

daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 

kondisi darurat bencana , mengendalikan, pengumpulan, penyaluran 

uang dan barang; 
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6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan Melaksanakan kewajiban 

lain sesuai dengan peraturanperundangan-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Medan menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif 

danefisien; 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulanagan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh;dan 

3. Pelaksanaan tugas lainnya oleh walikota sesuai dengan tugas 

danfungsinya. 

Berikut merupakan uraian tugas dari setiap bidang yang ada di Kantor 

BPBD Kota Medan : 

1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Medan  

 Kepala Pelaksana mempunyai fungsi 

a. Menyelenggarakan pembinaan bimbingan arahan dan penetapan penegakan 

disiplin pada lingkunganbadan; 

b. Menyelenggarakan penyajian data/ bahan dibidang penanggulangan 

bencana; 

c. Menyelanggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan 

penanggulangan bencana dibidang ketatausahaan/kesekretariatan 

pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencanan, pasca bencana, 
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restrukturisasi penanggulangan bencana serta hubungan antar lembaga 

sesuai ketentuanperundang-undangan; 

d. Menyelenggarakan penetapan standar, norma prosedur dan kriteria 

pelaksanaan kegiatan penanggulanganbencana; 

e. Menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan tim

 teknis, sesuai ketentuanperundang-undangan; 

f. Menyelenggarakan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana sesuai ketentuanperundang-undangan; 

g. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan sosialisasi 

pencegahan kesiapsiagaan, tanggap darurat, prabencana; 

h. Menyelenggarakan fasilitas dan jaringan kerjasama dibidang hubungan 

antar lembaga, sesuai dengan ketentuanperundang-undangan; 

i. Menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga 

rekonstruksi, penanggulangan serta hubungan antarlembaga; 

j. Menyelenggarakan pemberian izin dan rekomendasi, sesuai ketentuan 

perundang-undangan; 

k. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan 

penanggulangan bencana sesuai ketentuanperundang-undangan; 

l. Menyelenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan; 

m. Menyelenggarakan fasilatas dan kerjasama tim pengarah sesuai ketentuan 

perundang-undangan; 
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n. Menyelenggarakan fasilitas dan pemberian tim teknis serta kelompok 

jabatan fungsional sesuai ketentuanperundang-undangan; 

o.  Menyelenggarakan penilaian kinerja terhada penyelenggaraan 

penanggulangan bencana sesuai standar yangditetapkan; 

p. Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan sesuai tugas danfungsinya; 

q.  Menyelenggarakan pemberian masukan kepada walikota melalui 

sekretaris daerah sesuai tugas danfungsinya; 

r. Menyelenggarakan penetapan laparon dan pertanggungjawaban tugasnya 

sesuai standar yangditetapkan. 

2. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang 

program; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang 

keuangan; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umu 

dankepegawaian; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepada pelaksana BPBD sesuai 

dengan tugas danfungsinya. 
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3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu 

kepala pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintah 

dibidang pencegahan, sosialisasi dan kesiapsiagaan. 

 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang  pencegahan 

dankesiapsiagaan; 

b) Menyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada lingkup 

bidang pencegahan dankesiapsiagaan; 

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 

dibidang pencegahanbencana; 

A. Kepala Bidang Pencegahan dan Kedaruratan mempunyai uraian tugas: 

a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan 

umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, 

evaluasi dan analisis peloporan dibidang identifikasi resiko dan 

analisisresiko; 

b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan 

umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, 

evaluasi dan analisis pelaporan dibidang mitigasi danstandarisasi; 

c) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusun kebijakan 

umum, hubungan kerja, rencana, pelaksanaan serta pemantauan, 

evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran lembaga usaha dalam 

penanggulangan bencana; 

d) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan 
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umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, 

evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran serta organisasi sosial 

masyarakat dalam penanggulanganbencana; 

e) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan 

umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, 

evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peran serta masyarakat dalam 

penanggulangan bencana; 

f) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan 

umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, 

evaluasi dan analisis pelaporan dibidang peringatandini; 

g) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan 

umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, 

evaluasi dan analisis pelaporan dibidang perencanaan siagaan; 

h) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan 

umum, hubungan kerja dan, rencana dan pelaksanaan serta 

pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penyiapan 

sumberdaya; 

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

B. kepala sub bidang kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas : 

a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang pemanduan 

sistem jaringan; 
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b) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang pemantauan 

dan peringatan; 

c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang kebutuhan dan 

potensi sumberdaya; 

d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang penerapan 

rencana siaga; 

e) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, 

evaluasi serta analisis pelaporan dibidang penyediaan dan penyiapan 

sumberdaya; 

f) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan dibidang pengendalian 

penyediaan dan penyiapan sumberdaya; 

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksanaan dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pra bencana, pasca bencana dan logistik 

 untuk melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik 

menyelenggarakan fungsi: 
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a) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang 

kedaruratan danlogistic; 

b) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat pada lingkup 

bidang kedaruratan danlogistik; 

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan  dan 

pelaksanaan dibidang penyelamatan, evaluasi dan penanganan 

pengungsian; 

d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang penyediaansarana; 

e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang penyediaanlogistic; 

f) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang penyediaanperalatan; 

A. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Kepala Sub 

Bidang  

Logistik mempunyai uraian tugas: 

a) Perumusan kebijakan dibidang logistic dan peralatan penyelenggaraan 

penangananbencana; 

b) Pelaksanaan penyusunan rencana dibidang logistik dan peralatan 

dalam menyelenggarakan penyelenggaraan bencana  

c) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan 

dibidang logistic dan peralatan dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 
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d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kedaruratan 

dan Logistik sesuai tugas danfungsinya. 

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksanaan dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang rehabilitasi, rekonstruksi dan 

hubungankerjasama. 

 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: 

 

a) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang rehabilitasi 

dan rekonstruksi; 

b) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat structural pada 

lingkup bidang rehabilitas danrekonstruksi; 

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidangrehabilitas; 

d) Penyiapan bahan perumusan kebijkan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidangrekonstruksi; 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

dengan tugas danfungsinya. 

A. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kepala Sub 

Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas: 

a) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan dibidang rehabilitasi dan rekontruksi; 

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang 

penanggulangan bencana pada pascabencana; 
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b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

dengan tugas danfungsinya. 

 Gambaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dapat dilihat dalam bagan struktur 

organisasi seperti pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Struktur Organisasi BPBD Kota Medan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama 

dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan 

komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab 

pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Sumber data dari penelitian ini 

adalah 5 orang yang terdiri dari 3 orang dari Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Medan dan 2 masyarakat yang terdampak bencana banjir.  

 Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan 

kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutatama yang terkait dengan 

tingkat karakteristik jawaban narasumber.   

4.1.1 Deskripsi Narasumber   

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap 

narasumber  dapat dikelompokkan data - data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam 

pendistribusian berdasarkan objek penelitian.   

 Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :  
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a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin  

 Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang 

berjenis kelamin laki - laki dan perempuan.  

 Pada tabel berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori 

sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki-Laki 4 80% 

2 Perempuan 1 20% 

 Jumlah 5 100% 

Sumber : Data wawancara Tahun 2021 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber dalam penelitian 

ini berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dan perempuan 

1 orang dengan persentase 100%.  

b.  Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur  

 Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 25 - 29 tahun, umur 30 - 34 tahun, 

umur 35 - 40 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan 

persentase masing - masing kategori umur sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Persentase (%) 

1 25-29 Tahun 1 20% 

2 30-34 Tahun 2 40% 

3 35-40 Tahun 2 40% 

 Jumlah 5 100% 

Sumber : Data wawancara Tahun 2021 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa  narasumber berumur 

mulai dari 35-40 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 40%. Begitu halnya dengan 

umur 30-34 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 40% dan umur 25-29 tahun 

dengan frekuensi 1 orang atau 20%. 

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan  

 Narasumber yang akan diwawancara di ketegorikan berdasarkan pekerjaan 

yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari tiga kelompok pekerjaan yaitu 

pegawai negeri sipil, pegawai honorer dan wiraswasta . Pada tabel dibawah ini 

akan dijelaskan frekuensi untuk masing - masing sebagai berikut :   

Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1 Pegawai Negeri Sipil 1 20% 

2 Pegawai Honorer 2 40% 

3 Wiraswasta 2 40% 

 Jumlah 5 100% 

Sumber : Data wawancara Tahun 2021 
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 Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber  bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 1 orang atau 20% , Pegawai 

Honorer dengan frekuensi 2 orang atau 40% dan sebagai Wiraswasta dengan 

frekuensi 2 orang atau 40%.   

4.1.2  Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

 a.  Adanya Perencanaan Program kegiatan dalam penanganan banjir 

 Perencanaan program kegiatan dalam penanganan bencana banjir di kota 

medan adalah suatu yang sangat krusial bagi pemerintahan daerah kota medan 

melalui badan penanggulangan bencana daerah kota medan. Tujuan daripada 

perencanaan adalah untuk mengatur bagaimana mengurangi bencana banjir di 

kota medan. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2021 jam 

09.30 wib  dengan bapak Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik mennyatakan ada 15 kecamatan kota medan yang rawan 

akan bencana banjir. Dan ada beberapa sungai yang sering dilintasi air yang 

melebihi kapasitas diantaranya adalah sungai deli dan sungai babura. Ada 

beberapa program yang di lakukan BPBD dalam penanganan banjir di kota medan 

diantaranya adalah sosialisasi mengenai antisipasi bencana kepada sekolah-

sekolah dasar dan akademi keperawatan, sosialisasi kepada masyarakat pinggiran 

sungai yang terdampak maupun yang tidak terdampak banjir, penyuluhan 

mengenai pengoprasian alat kebencanaan kepada mitra kerja dalam hal 

penanggulangan bencana, pengerukan dan pembersihan aliran sungai, pembuatan 

taman edukasi di jalan perdana, pembangunan tanggul di kampung nelayan 
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(belawan) selanjutnya program pelatihan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam 

bimbingan teknis, pengadaan bantuan logistik. Hasil yang telah dicapai dalam 

program kegiatan ini berdampak baik bagi masyarakat, banyak masyarkat 

pingiran sungai sangat mengapresiasia kegiatan tersebut, adapun kendala-kendala 

dalam pengoperasian program tersebut kurangnya anggaran dari Pemko Medan, 

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam intansi, keterbatasan 

personil dan kurangnya kesadaran masyarakat. Anggaran yang diberikan 

pemerintah kota medan sangat terbatas dikarenakan pengalokasian APBD tidak 

hanya difokuskan kepada BPBD saja. 

 Selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib wawancara kepada 

bapak Suheri Pinem Komandan Regu 3 selaku orang yang langsung turun 

kelapangan menyatakan bahwa program kegiatan seperti susur sungai, pengerukan 

atau pelebaran sungai, pembersihan sepanjang pinggiran sungai dan  pembuatan 

taman edukasi di jalan perdana. Sebelum pandemi covid-19 ini berlangsung, 

program- program tersebut dilakukan semiggu 2 kali, tetapi terkenkendala 

dikarenakan pandemi ini, kemungkinan anggaran yang di berikan pemerintahan 

kota dialokasikan ke covid-19 sehingga membuat kami kurang untuk bergerak 

seperti biasanya. 

 Selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 jam 11.00 wib dengan 

abang Muhammad Irwansyah Sembiring Selaku Operator lapangan menyatakan 

program yang ada sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku, kegiatan-kegiatan 

dalam penanganan bencana banjir di kota medan sudah rutin dilakukan, apapun 

keluhan masyarakat kami terima dengan baik, jika ada laporan masyarakat terkait 
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banjir, BPBD dengan sigap langsung menurunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk 

penolongan pertama. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya 

kesadaran masyarkat dalam menanggapi bencana banjir. 

 Selanjutnya keesokan harinya pada hari jum’at tangal 27 agustus 2021 jam 

10 wib saya melanjutkan wawancara kepada bapak Ucok Dermawan selaku 

masyarakat  yang tinggal di sekitar jl beringin kota medan yang sering terkena 

dampak bencana banjir bahkan setiap hujan  mulai turung wilayah mereka pasti 

akan terkena banjir menyatakan benar adanya akan sosialisasi dan penyuluhan 

yang dilakukan oleh dinas terkait tetapi akhir akhir ini dinas terkait  tidak pernah 

lagi melakukan sosialisai , pengerukan sungai juga tidak ada  mempengaruhi 

kapasitas air yang ada, mereka (dinas terkait) tetapi saya pernah melihat mereka 

pada saat itu malakukan pembersihan sungai tetapi saat ini hal itu sudah jarang 

saya lihat. 

 Selanjtnya pada hari jum’at tanggal 27 agustus 2021 jam 2 wib saya 

melanjutkkan wawancara kepada ibu Ina Karonita selaku masyarakat yang tinggal 

di sekitar bantaran sungai deli, program program daripada BPBD mungkin bagi 

sedikit masyarakat baik, mulai dari pembersihan ataupun perawatan sungai , 

melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Tetapi kalau saya lihat program  tersebut 

dilakukan  ketika banjir sudah merendam tempat tinggal kami. Dan tidak ada 

efeknya bagi kami atas program tersebut. Memang iya ketika tempat kami 

terendam banjir, mereka (BPBD) melengkapi kebutuhan kami tetapi dan 

mendirikin tenda-tenda untuk tempat tinggal sementara, tetapi itu tetap saja tidak 

menguragi kapasitas air yanga ada. 



40 
 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

program tersebut sudah ada dampak baiknya kepada masyarakat. Tetapi tidak 

semua masyarakat mengetahui apa program tersebut. Badan Penggulang Bencana 

Daerah harus lebih sigap dalam melakukan apapun kegiatan yang baik dan dapat 

mempegaruhi kehidupan masyarakat. 

b. Adanya Tujuan Penanggulangan Bencana yang ingin di capai 

Tujuan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan yaitu untuk mengurangi resiko 

bencana yang terjadi oleh alam maupun manusia. Pelayanan adalah satu upaya 

pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional 

warga negara. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2021 jam 

09.30 wib  dengan bapak Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik menyatakan tujuan dalam pelaksanaan penanggulangan 

bencana banjir adalah untuk mengurangi resiko bencana banjir, hal itu dapat 

dilihat dari bagaimana BPBD Kota Medan melakukan koordinasi ke berbagai 

intansi pemerintahan, swasta ataupun dengan masyarakat, BPBD sendiri sudah 

membuat peta rawan lokasi banjir yang ada di 15 kecamatan di kota medan, dan 

sudah membentuk kelompok Tim Reaksi Cepat (TRC) dan setiap kelompok 

personil di tugaskan untuk mengecek lokasi peta rawan bencana dua (2) kali 

dalam seminggu. 

 Selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib wawancara kepada 

bapak Suheri Pinem selaku  Komandan Regu 3. Menyatakan tujuan dari 
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pelaksanaan penanganan penanggulangan banjir adalah untuk mengurangi 

bencana banjir dengan cara pemeliharaan di aliran sungai khusunya aliran sungai 

deli dan sungai babura, dikarenakan sungai inilah yang sering dilalui air ketika 

terjadinya banjir kiriman dari hulu, pengerukan sungai agar kapasitas air tercukupi 

dan tidak melebihi batas, pengecekan debit air sungai lewat komunikasi 

stekholder terkait. Hambatan yang dialami BPBD Kota Medan dalam 

penanggulangan bencana bajir adalah kurangnya komunikasi dengan BWS (Balai 

Wilayah Sungai), kurangnya kesadaran masyarakat akan tidak membuang sampah 

ke dalam sungai sehingga sampai kapanpun banjir ini akan terjadi kalau sumber 

daya manusianya tidak tanggap akan bencana. 

 Selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib dengan 

abang Muhammad Irwansyah Sembiring Selaku Operator lapangan 

menyatakansama seperti apa yang dikatakan bapak suheri pinem, memang itulah 

tujuan BPBD ini, untuk mengurangi bencana yang ada di , mengadakan sosialisasi 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat . 

 Selanjutnya keesokan harinya pada hari jum’at tangal 27 agustus 2021 jam 

10 wib saya melanjutkan wawancara kepada bapak Ucok Dermawan selaku 

masyarakat  yang tinggal di sekitar jl beringin kota medan, tujuan BPBD dalam 

penangan banjir sudah baik karena masyarakat dapat mengetahui apa tujuan dari 

bagian pemerintah yang menangani bencana tersebut.  

 Selanjtnya pada hari jum’at tanggal 27 agustus 2021 jam 2 wib saya 

melanjutkkan wawancara kepada ibu Ina Karonita selaku masyarakat yang tinggal 

di sekitar bantaran sungai deli menyatakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan 
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penanaganan banjir di sekitaran aliran kurang baik, dikarenakan sosialisasi kurang 

terdengar di kalangan masyarakat bantaran sungai. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik dan dapat terdengar oleh 

masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui sosialisasi tersebut di 

karenakan kurangnya informasi ketika mengadakan sosialisasi. 

c. Adanya tindakan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah  

 Terimplementasinya sebuah kebijakan harus disertai dengan tindakan yang 

baik, jelas dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengurangi resiko 

bencana, tindakan penanggulangan adalah salah satu bentuk kerja nyata oleh 

pemerintah akan tercapainya masyarakat adil dan makmur. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2021 jam 

09.30 wib  dengan bapak Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik menyatakan  tindakan yang dilakukan adalah ketika ada 

laporan masyarakat BPBD melalui tim reaksi cepat (TRC) melakukan tindakan-

tindakan awal seperti langsung turun kelapangan, memberikan bantuan berupa 

tenda dan sembako dan setelah itu  melakukan pengkajian setelah mendatangi 

lokasi-lokasi rawan banjir, melakukan pemantauan secara rutin. Tindakan ini jelas 

tertulis di dalam tupoksi BPBD, dan pengerjaannya sesuai dengan Sistem 

Oprasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sejauh ini tindakan BPBD sendiri 

dalam penanganan dapat megurangi banjir, tetapi kalau di hilangkan banjir ini 

pasti tidak akan bisa, karena sudah kehendak tuhan yang maha esa. 
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 Selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib wawancara kepada 

Bapak Suheri Pinem selaku  Komandan Regu 3. menyatakan untuk tindakan yang 

kami lakukan dalam penanganan banjir ketika masyarakat atau pihak yang 

berkolaborasi dengan kita melaporkan ada banjir kita langsung menurunkan 

personil untuk memonitoring area yang di sebutkan oleh warga, melakukan 

evakuasi apabila di perlukan dan memberi bantuan berupa tenda tempat 

mengungsi dan beberapa logistik lainnya. 

 Selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib dengan 

abang Muhammad Irwansyah Sembiring Selaku Operator lapangan menyatakan 

tindakan kami selaku operator selalu standbay untuk melakukan kordinasi kepada 

setiap anggota yang di terjunkan ke titik-titik rawan banjir setelah itu memberikan 

pertolongan jika ataupun menurunkan alat-alat bantu jika di perlukan seperti 

perahu-perahu karet dan mendirikan tenda tempat pengungsi serta memberikan 

bantuan untuk memenuhi kebutuhan. 

 Selanjutnya keesokan harinya pada hari jum’at tangal 27 agustus 2021 jam 

10 wib saya melanjutkan wawancara kepada bapak Ucok Dermawan selaku 

masyarakat  yang tinggal di sekitar jl beringin kota medan menyatakan bahwa 

ketika terjadi banjir, dan pihak kelurahan atau masyarakat melapor, saya lihat 

BPBD dengan personilnya langsung terjun kelapangan, kami juga merasakan 

tindakan yang dilakukan BPBD berupa tenda pengungsi dan beberapa logistik 

lainnya, tetapi permasalahan yang terjadi di lapangan masih carut marutnya 

beberapa bantuan tersebut dan terkadang tidak sesuai yang menerimanya. 
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 Selanjutnya pada hari jum’at tanggal 27 agustus 2021 jam 2 wib saya 

melanjutkkan wawancara kepada ibu Ina Karonita selaku masyarakat yang tinggal 

di sekitar bantaran sungai deli menyatakan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat harus tetap dijalankan dengan rutin, dikarenakan agar minset dari 

masyrakat tetap ada mengenai tidak baiknya membuang sampah di sungai dan 

tetap melestarikan lingkungan. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang 

dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sudah terlihat dan 

dapat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat yang  dapat 

merasakannya, BPBD seharusnya lebih berkoordinasi dengan pihat-pihat apapun 

yang terlibat untuk penanganan banjir, agar masyarakat dengan merata dapat 

merasakan daripada tindakan yang di jalankan. 

d. Adanya Prosedur yang dijalankan 

 Salah satu indikator terimplementasinya kebijakan untuk mewujudkan good 

governace adalah adanya prosedur yang harus dijalankan agar Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dapat menjalankannya dengan baik 

dan terkoordinasi. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 agustus 2021 jam 

09.30 wib  dengan bapak Ronald Fredy Sihotang S.IP, M.Si selaku Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik menyatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

BPDB Kota Medan mengacu kepada Peraturan Walikota Medan No 2 Tahun 2018 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

sekaligus untuk bahan pengarahan dan juga evaluasi. Unsur-unsur dan setiap seksi 



45 
 

 

yang dimiliki BPBD Kota Medan sudah sangat jelas dan terperici tertulis di 

dalamnya. Ketika terjadinya bencana BPBD Kota Medan berkoordinasi dengan 

intansi terkait, seperti TNI/POLRI, Basarnas, PMI, Tim Tagana, Relawan 

Bencana (Karang Taruna), dan unit kerja lain. Dalam pendataan korban banjir 

BPBD Kota Medan bekerjasama dengan Kelurahan dan Kecamatan yang 

terdampak banjir. Untuk pemberian logistik BPBD juga selalu berkoordinasi 

dengan dinas  sosial. 

 Prosedur- prosedur yang dilakukan BPBD dalam hal pengkoordinasian 

belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih kurangnya komunikasi 

dengan intansi terkait, sehingga masih banyaknya pemikiran negatif tentang 

BPBD Kota Medan oleh masyarakat umum. 

 Selanjutnya pada tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib wawancara kepada 

Bapak Suheri Pinem selaku  Komandan Regu 3 menyatakan prosedur yang 

berlaku ketika terjadi banjir dan ada laporan dari pihak kelurahan atau 

masyarakat, kami melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) langsung turun ke lokasi 

tempat terjadinya banjir. Adapun pihak yang ikut serta dalam penanganan yaitu 

Basarnas, PMI, PAJI, KOPASUDE, LABUSUDE, Serta relawan lainnya. Dalam 

penanganan banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan sampai saat ini cukup 

Baik. 

 Selanjutnya pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 jam 10.00 wib dengan 

bapak Muhammad Irwansyah Sembiring Selaku Operator lapangan menyatakan 

sama seperti bapak suheri pinem bahwasanya pnanganan banjir sudah baik tetapi 

belum optimal. 
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 Selanjutnya keesokan harinya pada hari jum’at tangal 27 agustus 2021 jam 

10 wib saya melanjutkan wawancara kepada bapak Ucok Dermawan selaku 

masyarakat  yang tinggal di sekitar jl beringin kota medan menyatakan pemberian 

bantuan logistik kepada masyarakat sudah terpenuhi, tetapi akibat ketidaktauan 

penyalur bantuan membuat bantuan itu sendiri tidak sesuai dengan siapa 

semestinya penerima yang benar-benar membutuhkan, koordinasi masyarakat 

kepada kelurahan juga masih kurang sehingga menjadi permasalahan yang baru 

bagi masyarakat. 

 Selanjutnya pada hari jum’at tanggal 27 agustus 2021 jam 2 wib saya 

melanjutkkan wawancara kepada Ibu Ina Karonita selaku masyarakat yang tinggal 

di sekitar bantaran sungai deli menyatakan dalam pelaksanaan penanggulangan 

banjir BPBD melakukan bantuan berupa pemberian sembako dan pendirian tenda. 

Bantuan tersebut terkadang hanya diberikan kebeberapa titik bencana  dan tidak 

menyeluruh. 

 Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa, prosedur yang dijalankan oleh 

BPBD sudahlah baik dikarenakan acuan untuk menjalankan prosedur sesuia 

dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 tahun 2018. Koordinasi kepada 

pihak-pihak sosial lainnya sudah berjalan dengan baik tetapi tidak berjalan dengan 

semestinya dikarenakan komunikasi diantara pihak peemerintah dan masyarakat 

masih minim. 
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4.2 Pembahasan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakan di Kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dengan metode pengamatandan 

wawancara bersama beberapa narasumber dan juga informan. Berdasarkan hal 

tersebut penulis melakukan analisa berdasarkan hasil dari wawancara yang 

dilakukan penulis. 

a. Adanya Perencanaan Program kegiatan dalam penanganan banjir 

 Perencanaan adalah suatu proses dalam berfikir secara logis dan 

pengambilan  keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan 

yang hendak dilakukan. Terimplementasinya suatu program kebijakan publik 

tidak terlepas dari perencanaan.  

 Ada beberapa program yang dilakukan BPBD Kota Medan mulai dari 

sosialisasi mengenai antisipasi bencana kepada sekolah- sekolah, masyarakat yang 

tinggal dipinggiran sungai, penyuluhan mengenai pengoprasian alat berat kepada 

mitra kerja dalam penanggulangan bencana, pengerukukan aliran sungai deli dan 

sungai babura, pembuatan tanggul di kampung nelayan belawan, pelatihan kepada 

Tim Reaksi Cepat (TRC) dan pembuatan taman edukasi di jalan perdana kota 

medan.  

 Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bantaran sungai mengenai  

pentingnya menjaga dan melestarikan sungai di lakukan BPBD Kota Medan 2 kali 

dalam seminggu di tempat lokasi rawan bencana banjir. Salah satu program yang 

membangun kesadaran masyarakat adalah pembuatan taman edukasi bencana 

berkah di jalan mayjen s siswomiharji/ jalan perdana tepatnya di bawah jembatan. 
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BPBD melalui perpanjangan tangan Pemerintah Kota Medan dengan sangat 

optimis mengatakan Taman Edukasi Bencana Berkah Dapat menjadi tempat 

diskusinya stekholder terkait bencana untuk penanggulangan bencana di kota 

medan.  

 Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Medan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena 

berdasarkan wawancara yang didapat tidak semua masyarakat mengetahui adanya 

program tersebut. 

 Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan 

ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola 

operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil 

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya 

juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program 

dilaksanakan. 

 Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. 

 Berdasarkan pendapat diatas bahwa tersedianya program yang ada belum 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Badan Peananggulangan 

Bencana Daerah Kota Medan. 

b. Adanya Tujuan Penanggulangan Bencana yang ingin di capai 

 Tujuan dari penangulangan bencana banjir adalah untuk mengurangi banjir 

yang terjadi di kota medan, melakukan sosialisi dan edukasi kepada masyarakat 



49 
 

 

agar masyarakat dapat sadar akan bahaya bencana. BPBD kota medan melalui 

Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan penyusuran sungai dan  melakukan 

perawatan sungai seminggu 2 kali, dari 21 kecamatan yang ada di kota medan 15 

diantaranya adalah kecamatn yang sudah di tetapkan menjadi kecamatn yang 

rawan akan banjir dan sudah dibuatkan peta titik lokasi banjir.  

 Dengan adanya peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 

Pemerintah Kota Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

diharapkan mampu menangani bencana yang ada di kota medan khususnya 

bencana banjir. Sosialisasi dan edukasi BPBD kepada masyarakat sudah berjalan 

dengan baik tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya koordinasi kepada 

masyarakat dan juga kepada intansi terkait bencana.   

 Menurut Mulyadi (2015:37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu 

keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan 

kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. 

 Berdasarkan  uraian diatas tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik tetapi belum efektif dikarenakan 

masih banyak masyarakat yang belum merasakannya. 

c. Adanya tindakan yang dilakukan BPBD  

Tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat sudah sesuai untuk 

mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018. 

Masyarakat sangat mengapresiasi program penanggulangan bencana banjir dari 
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pemerintah, masyarakat merasa beruntung atas kebijakan pemerintah membuat 

Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018, dengan adanya program 

penanggulangan bencana banjir dapat meringankan masyarakat. 

Koordinasi kepada pihak-pihak terkait merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang dilakukan BPBD, ketika pelaporan banjir oleh masyarakat 

ataupun pihak kelurahan/kecamatan, BPBD langsung menurunkan personilnya 

untuk segera mungkin melakukan monitoring di tempat lokasi banjir. 

Menurut Abdul Wahab (2012:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan.  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang 

dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sudah terlihat dan 

dapat dirasakan oleh masyarakat. Tetapi belum efektif karena belum semua 

masyarakat dapat merasakannya, BPBD seharusnya lebih berkoordinasi dengan 

pihat-pihat apapun yang terlibat untuk penanganan banjir, agar masyarakat dengan 

merata dapat merasakan daripada tindakan yang di jalankan. 

d. Adanya prosedur yang dijalankan  

 Terimplementasinya Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tidak 

terlepas dari prosedur yang ada. Sebuah kebijakan tidak terlepas dari prosedur 

yang telah dirangkai untuk menjadi acuan dalam segala tindakan yang ingin di 

capai. 
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 Dalam menjalankan prosedur, BPBD melakukan serangkain koordinasi 

kepada pihak-pihak atau intansi-intansi terkait tanggap bencana seperti 

TNI/POLRI, Basarnas, PMI, Tim Tagana, Relawan Bencana (Karang Taruna), 

PAJI, KOPASUDE, LABUSUDE, Serta relawan lainnya. Dalam menjalankan 

penanganan sering terjadi komunikasi yang kurang tanggap terhadap pihak 

relawan tersebut, hal ini yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak 

terkontrol lagi dalam hal penanganan. 

 Menurut Wahab (Tahir, 2014:55), menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebukan secara 

tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstruktur/mengatur proses implementasinya. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang 

dijalankan oleh BPBD sudahlah baik dikarenakan acuan untuk menjalankan 

prosedur sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 2 tahun 2018. 

Koordinasi kepada pihak-pihak sosial lainnya sudah berjalan dengan baik tetapi 

tidak efektif dikarenakan komunikasi diantara pihak peemerintah dan masyarakat 

masih minim. 



 

52 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas 

Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan adalah salah 

satu bentuk nyata konsistensi pemerintah dalam penanganan bencana yang terjadi 

maupun yang belum terjadi, hal itu dapat kita lihat dari pasal 4 berbunyi 

menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta 

rekontruksi secara adil dan setara. 

Dalam penanggulanagan bencana banjir BPBD selaku perpanjangan tangan 

dari pemerintah kota medan memiliki program kegiatan yang diatur dalam 

peraturan walikota medan nomor 2 tahun 2018 dan sesuai SOP yang dimiliki 

sudah berjalan tetapi belum efektif dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah kota medan . 

 Tujuan dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana banjir di 

kota medan sudah berjalan, tetapi kurang efektif dikarenakan kurangnya 

koordinasi tehadap stekholder lainnya dalam penanganan banjir. Dapat kita lihat 

dari kurangnya sosialisasi dan juga edukasi terhadap bencana banjir kepada 

masyarakat. 

Tindakan yang dilakukan BPBD mulai dari susur sungai untuk melihat 

situasi terkini sungai, pengerukan aliran sungai, pembuatan tanggul untuk 

mengukur debit air, pembuatan taman edukasi untuk pentingnya menjaga 
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lingkungan tekendala akibat pengalokasian APBN, hal itu membuat kurang tidak 

efektifnya program yang di buat. 

Prosedur sudah dilakukan mulai dari koordinasi kepihak yang 

berkepentingan seperti TNI/POLRI, Basarnas, PMI, Tim Tagana, Karang Taruna, 

PAJI, KOPASUDE, LABUSUDE, Serta relawan bencana lainnya tetapi kurang 

efektif dikarenakan kurangya komunikasi. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penulis 

memiliki saran mengenai Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 2 

Tahun 2018 dalam Rangka Kinerja Penanggulangan Banjir di Kota Medan 

dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam 

menjalankan tugasnya menangani banjir di Kota Medan diharapkan 

dapat lebih maksimal. Dalam hal ini dapat dimulai memberikan 

sosialisasi dan inovasi-inovasi baru, sehingga masyarakat lebih 

merasakan dampak postif dari adanya badan penanggulangan 

bencana daerah kota medan. 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sebaiknya 

mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawainya dalam hal 

pemahaman mengenai manajemen bencana dan diboboti sesuai 

bidangnya masing-masing agar benar- benar memahami tugas dan 

tanggungjawabnya dalam hal penanggulangan bencana. Hal ini 

diperlukan agar langkah-langkah yang dilakukandankeputusan yang 
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diambil benar-benar dimengerti secara keilmuan sehingga dapat 

berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan juga diharapkan 

dapat membangun koordinasi dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota 

Medan dengan meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dengan 

unsur pengarah lainnya sehingga mempermudah koordinasi dalam 

penanganan banjir, tidak ada program kerja yang tumpang tindih dan 

setiap instansi menganggap  keberadaan instansi yang lainnya. 

Sehingga pada akhirnya upaya penanggulangan bencana banjir pun 

terlaksana dengan maksimal. 
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